
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONl ALO 

PERATURAN W A L I KOTA G ORONTALO 

NOMOR ? 6 TAHUN 2 0 2 2 

TENTANG 

P I : R U B A H A N A T A S P E R A T U R A N W A L I K O T A GORONT/iLO 

N O M O R 1 4 T A H U N 2 0 1 5 T E N T A N G P E N G E N D A L I A N A L I H F U N G S I L A H A N 

SAWAH BERIRIGASI TEKNIS D I llOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa dengan makin menirigkatnya pertambahan pendudjuk 

serta perkembangan (jkonomi dan pembangunan 

mengakibatkan peningkatan permintaan aktin lahan yang 

juga memicu peningkatan laju alih fungsi IsJian pertanian 

sawah beririgasi teknis di Kota Gorontalo; 

b. bahwa Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 1 4 

Tahun 2 0 1 5 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 

Beririgasi Teknis Di Kota Gorontalo masih terdapat 

kekurangan dan belum menampung perkembangan 

kebutuhan masyarakat dem Pemerintah Daerah sehingga 

perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubsihan Atas Peratu]-an Wali Kota 

Gorontalo Nomor 1 4 Tahur 2 0 1 5 tentang Pengendalian Alih 

Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis Di Kota Gorontalo. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 9 Tahun 1 9 5 9 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 5 9 

Nomor 74 , Tambahan Lemlaaran Negara Republik Indonefsiii 

Tahun 1822) ; 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Ne^^ara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembarjan 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas: 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor ^9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3419); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentahg 

Pembentukan Provinsi (Oorontalo (Lembaran Negarq 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25.8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataun 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesiei Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20;̂ C^ 

Nomor 245, Tambahan Leml^aran Negara Repu.blik Indonesia 

Nomor 6573}; 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentaig 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutiin 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200^ 

Nomor 149, Tambahan LemlDaran Negara Repu.blik Indonesia 

Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Leml3aran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambah^m 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 

sebagimana telah beberapa kali diubah teiakhir dengim 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahjm 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan F'erundang-undangan (Lembarari 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubjah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor i 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan AntExei 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentakig 

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia L 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4385); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fur.gsi Lahan Pertanian, Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan LembEiran Republik 

Indonesia Nomor 5185); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawassin Suaka Alam dan Kawasan Pelestariar. 

Alam (Lembaran Negara Pkpublik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Repu.blik Indonesia 

Nomor 5217); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentapg 

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negars. 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); | I 

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang 

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimajigl 
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaha i 'das Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hi ikum Daerah (Berita Neg^^ 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 20|08 

tentang Rencana Pembanj^nan Jangka Panjang Daerati 

Tahun 2008-2027; 

16. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 20|l9 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo 

Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontklo 

Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 223); 

17. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 44 Tahun 202 

tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah liota Gorontnlb 

Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Gorontklo 

Tahun 2021 Nomor 47); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 

TAHUN 2015 TENTANG PENG13NDALIAN ALIH FUNGSI LAH 

SAWAH BERIRIGASI TEKNIS DI KOTA GORONTALO 

1 4 

A N 

as 

Pasal I 

B(jberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan A 

P€;raturan WeJi Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengendalian Alih 

Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis Di Kota Gorontalo diubah sebagai berikijit: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai tierikut: 

Bagian Keempat 

Arabian Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis 

Pasal 5 

Setiap oiang atau badan hukum dileirang untuk mengalih fungsikan lahan 

sawah beririgasi teknis pada kawasian Lahan Pertsmian Pangan 

Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai tierikut: 

Pasal 6 

(1) Alih fungsi lahan diluar LP2B wajib mendapatkan rekomendasi djari 

perangkat daerah yang membidangi perizinan. 

(2) Tahapan alih fungsi lahan sebagaimeina dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. tahap pengeringan lahan, diawali dengan penyampaian 

pemberitahuan tertulis dari pemohon kepada instansi teknis yalng 

menangani bidang pertanian dengan tembusan kepada pemerintah 

Ke;lurahan setempat. 

b. setelah melalui tahapan pengeringan dalam jangka wgiktu sekurang-

kurangnya selama 3 bulan, pemohon dapat mengajukan permohonjan 

izin perubahan penggunaan tanah k(;pada Wali Kota Gorontalo. 

c. izin perubahan penggunaan tanah (rekomendasi alih fungsi lahan 

menjadi dasar pemohon untuk melakukan pematangan/penimbunan 

pada lahan sawah. 

(3) Apabila Lahan sawah yang akan diajukan permohonan izin alih fungsi 

lahan dengan sengaja dilakukan penimbunan/pematangsji lahan tanpa 

melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada 

pemohon akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangian 

yang berlaku. 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut: 

Bagian Keenam 

Sanksi 

Pasal 10 

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sesuai 

ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini di kenakan sanksi btirupa: 

a. teguran tertulis; 

b. peng;hentian sementara kegiatsin; 

c. pembongkaran bangunan; dan/atau 

d. pemulihan fungsi lahan. 
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Pasal 11 

P«;raturan WaJi Kota ini mulai berlaku pada tang^gal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuifaih 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

padatanggal 30 Agustus 2022 

^ WALI KOTA GORONTAL^O, V 

N A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

padatanggal 3 0 Agustus 2022 

SEKRETARIS. DAE OTA GORONTALO, 

ISM 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 26 
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